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Sebelum anda mengetahui tentang mengetahui dan

memahami tentang apa sistem hukum peradilan di

Indonesia dan bagaimana sistemnya, maka perlu

mengetahui apa itu hukum, dan penggolongan hukum

di Indonesia

berdasarkan isi,

bentuk, tempat,

waktu, cara

mempertahankan,

sumber, dan sifat

hukum itu sendiri



Setelah anda mengetahui tentang arti hukum dan 

penggolongan hukum di Indonesia. 

Amati dan cermati gambar di bawah ini???? 

Berikan komentar dan analisis anda
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Kesimpulan 



TUGAS 1 :

a. Pengertian hukum berdasarkan pakar

b. Rumuskan pengertian hukum menurut

anda sendiri
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LANDASAN HUKUM 

PERADILAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN
 Psl 24 UUD 45 jo Psl 10 UU No.4/2004 jo UU No.48 Th. 

2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman.

(1)  “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yg berada
dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

(2) Badan peradilan yg berada dibawah MA meliputi badan 
peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, 
Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 
Usaha Negara.



BAGAN SISTEM PERADILAN



MAHKAMAH AGUNG 

(JUDEX JURY)

Dasar Hukum : 

(UU No. 5/2004 jo UU 14/1985 Jo UU No. 3 Tahun 2009);

 - Peradilan Umum

 - Pengadilan Negara Tertinggi;

 Wewenang: memeriksa & memutus

 - Permohonan kasasi

 - Peninjauan Kembali

 - Pengujian peraturan dibawah UU



MAHKAMAH AGUNG

Pembinaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam

pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan.

Mahkamah Agung bekedudukan di ibu kota negara (tingkat kasasi)

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi (tingkat banding)

Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (tingkat

pertama)



PENGADILAN UMUM 

Dasar Hukum : 
UU No. 8 / 2004 jo  UU No. 49 Tahun 2009

1. Pengadilan Negeri / tingkat pertama

Kedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota

Wewenang: memeriksa & memutus perkara pidana &

perdata.

2. Pengadilan Tinggi / tingkat Banding

Kedudukan di Ibukota Provinsi.



PENGADILAN 

TINGGI 

Kedudukan di Ibukota
Provinsi.



PENGADILAN 

MILITER 
❖Dasar Hukum 

UU No. 31 thn 1997 ttg Peradilan Militer

❖ Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim, seorang

oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang panitera.

❖ Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus

perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan

oleh anggota militer.



PENGADILAN 

AGAMA 
Dasar Hukum : 
UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No. 50 

Tahun 2009

Wewenang:
memutus perkara antara org beragama Islam, di bidang:

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf & shadaqoh, ekonomi

syariah.

Pengadilan Tinggi Agama, berwenang mengadili pada

tingkat banding.



PENGADILAN TATA USAHA 

NEGARA

Dasar Hukum : 
UU No. 9/2004 jo UU No. 5/1986 jo UU No. 51 Tahun 2009

Wewenang: 
memeriksa & memutus sengketa Tata Usaha Negara (TUN);

1. Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan TUN tingkat pertama;

2. Pengadilan Tinggi TUN

- Pengadilan Banding PTUN 

- Pengadilan tkt 1 (Banding) upaya

- Adminstrasi (administratie beroef) UU ASN



TUGAS 2 



MAHKAMAH 

SYARIAH


